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ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya
karena akibat yang ditumbuhkan dari pencabulan akan berdampak pada psikologis
korban sehingga akan mengganggu perilaku korban. Terutama pencabulan yang
terjadi pada anak yang akan menjadi calon penerus bangsa. Anak merupakan
korban yang rentan mengalami tindak pidana pencabulan. Pemerintah melindungi
anak dengan mengeludikan payung hukum vyaitu d@gdang-Undang Nomor 35

? t aluig g Perlindungan anak.

@ ‘a@ n tetapi, proses

-undangan.
anak yang
Pemerintah

Bagaimanakah
hulu terhadap
a yang ditemui
abilitasi sosial

idis sosiologis
enghubungkan
impulan dalam
pulan dari hal-

yang berart
dengan ke
penelitian i
hal yang ber

Hasil
menjadi temj
pencabulan. P
sosial yang d
rehabilitasi sos
kondisi korban. J erja sama dengan
lembaga kepolisia dalan jaaafrenabilitasi sosial ada

an adalah pekerja
1" u. Selama proses

fl korban pencabulan adalah

rehabilitasi, Orang tua a& : j
a dan prasarana yang untu

sesuatu yang harus ditutd
menunjang rehabilitasi sosial.

Kata kunci : Rehabilitasi Sosial, Tindak Pidana, Pencabulan

Vil
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ABSTRACT

The crime of obscenity is different from other conventional crimes
because the consequences that arise from obscenity will have an impact on the
victim's psychology so that it will interfere with the victim's behavior. Especially
the obscenity that occurs in children who will become future candidates for the
nation. Children are victims who are vulnerable to sexual abuse. The government
protects children by issui aw Number 35 of 2014

esearch was
ere victims
this case is
is a place of

How is the
Indragiri Hulu
d what are the
district in the
3 riminal acts of
obscenity.
The
reviewing t
drawing co
conclusions

I which means
The method of
means drawing

The i S0 giri Hulu district
as a place @ I i - G ficriminal acts of
obscenity. Th s 3 "’ Dre important role
in social workers gw 1a iy district. During
the social rehald L thé¥flow, it depends on
the condition of lragifl’ Hulu district works
closely with the p al rehabilitation there
are several obstacle esources in carrying out
rehabilitation, parents victims of sexual abuse are
something that must be cG ach : and infrastructure to support

social rehabilitation.

Keywords: Social Rehabilitation, Crime, Obscenity
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang selama ini diatur dalam

penjelasan UUD, h_diangkat ke dalam

UuD \ ‘ ‘ ‘%!“‘ .A‘ a Indonesia

masyarakat itu dan didasarkan atas Kekuasaan yang ada dalam masyarakat itu
(Sugiarto, 2017).
Kehidupan masyarakat pada suatu pergaulan antar sesama manusia tidak

selamanya sesuai dengan yang di inginkan. Manusia seringkali menghadapi

masalah atau konflik antara satu sama lain. Dalam hal ini hukum diperlukan untuk
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menjaga keseimbangan serta ketertiban sosial. (Zulkarnain, 2016). Seseorang
tidak dapat hidup sendirian. Untuk memenuhi kebutuhan maka perlu adanya orang
lain. Dalam mewujudkan hal tersebut maka sering terjadi kesenjangan didalam

kehidupan masyarakat. Agar terciptanya suatu keselarasan dalam kehidupan maka

harus 3 gkir dan Soejono

Nl ‘ !m\“‘ .f‘@

(equality beforethe law). (waluyo,201Z). Pengaturan terhadap suatu tindak pidana
di Indonesia diatur berdasarkan aturan tertulis yang bersumberkan dari hukum
peninggalan Belanda yaitu Woetboek van strafrech voor nederlandsch indie

(WVS NI ) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).
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Terjadinya suatu perbuatan tindak pidana tanpa mengenal situasi, kondisi
dan waktu yang berarti bisa terjadi kapan saja tanpa adanya niat untuk melakukan
kejahatan, tapi adanya peluang untuk melakukan kejahatan maka suatu tindak

pidana pun dapat dikehendaki, sehingga setiap orang dapat mengalami tindak

perempuan e : dak a Al elalan menjadikan
mereka sebage an yang paling utama Jidar perliiama anak yang
seharusnya gi akan tetapi se _ onjadi korh K pidana. Tindak
pidana yang §é - ; = ‘ ﬂ ana pencabulan.,

Aktivitas sekSue Hatke 2gia Ppangyila o seluler, layanan

anak, berbagai macam perilaku seksual yang merusak mental, emosi dan fisik
korban. Dampak dari psikis akibat kejahatan seksual dapat berupa ketagihan,
trauma, bahkan pelampiasan dendam. Pencabulan adalah suatu kasus kerap terjadi
pada anak yang dapat menyebabkan perkembangan si anak akan menjadi

terganggu akibat perlakuan yang tidak senonoh. Kurangnya pemahaman anak
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terhadap pendidikan seksual menjadikan celah bagi pelaku untuk melaksanakan
perbuatan jahatnya itu. Anak yang menjadi korban pencabulan akan berpeluang
untuk menjadi pelaku di kemudian hari. Pengertian terhadap kata “cabul” tidak

dimuat dalam KUHP. (Marpaung, 2008). Kamus besar bahasa Indonesia memuat

artinya yaitu sgk enonoh (melanggar

N 18 \\\\“ .0‘

Atau denganl ke o 0 k, da ; Dapat dilihat
pada kamusiESa (KBBI) dala ofagisWaitl manusia yang

masih belumi@éWasa. 3 508 1o A#8ehagai makhluk

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis
diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta
pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
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perlindungan anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau
pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak
dirahasiakan. Selain itu, pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “perlindungan

dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari

labelisasi”. Berda ; c pat diartikan bahwa
kekerasan

) anak yang

si anak yang

si anak tentu

mempengar a S k. \ @ anak-anak, juga

harus dilaku jaba tau setids ] Muntuk memahami

memaksa, tipu daya, memberikan makanan, uang ataupun sesuatu yang akan
menjadi daya tarik untuk si anak. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 76 E Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang

berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa,
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melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Perkembangan
masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan

masyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu

sendiri untuk begi graksi tersebut terjadi

‘ﬂ“‘ .&3 Aua anggota

elarbelakangi terjadinya
tindak pidana pencabulan ! ologi, perubahan budaya dan
sebagainya.

Di pulau sumatera khususnya di wilayah Provinsi Riau Kabupaten Indragiri
Hulu atau disingkat Inhu merupakan salah satu Kabupaten yang sedang
berkembang dari segala bidang. Begitu pula di bidang hukum tentu akan

mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dimana
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masyarakat tinggal. Hal ini sejalan dengan permasalahan hukum yang terjadi
dilingkungan masyarakat. Salah satunya merupakan permasalahan tindak pidana
pencabulan terhadap anak di Kabupaten Indragiri Hulu yang begitu

memprihatinkan.

Tabel 1.1 Data

berbeda, mengurung diri didalam kamar sampai tidak bisa melakukan kegiatan
sehari-hari. Kebanyakan semua kasus terhadap anak sebagai korban pencabulan
berawal dari perceraian. Dari beberapa kasus pencabulan terhadap anak, terjadi
pelanggaran terhadap anak sebagai korban pencabulan seperti dikeluarkan dari

sekolah. Karena hal tersebut dianggap sebuah hal yang memalukan. Maka
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tindakan sekolah tersebut telah menambah beban mental yang dialami oleh anak.
Pemerintah daerah yang dalam hal ini melalui dinas sosial memberikan suatu
pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban tindak pidana pencabulan. Pasal 59

ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan: “Pemerintah, pemerintah daerah dan

9, untuk memberikan

terjadinya
mengembal

masuk ke

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar. UU No 11 tahun 2009 pasal 7 ayat 1. Suatu tempat
yang harus dilakukan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana seperti

pencabulan. Payung hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk melindungi
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anak, kadang tidak sejalan dengan proses dilapangan. Seperti pada pemberian
rehabilitasi sosial, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh korban. Akan tetapi,
korban tidak mendapatkan hal tersebut. Tahap-tahap yang telah ditemukan

berdasarkan payung hukum tersebut, tentu telah dikaji dengan sebaik-baiknya

UU No 11 Th 2009

dilarang 13 A At ' ﬁ ibatkan anak
mengalami

sosialnya”. ifen iperjelas pada uf Peglindungan Anak

menyataka

ban kejahatan seksual
a. Edukasi tentang kesehatan repfoduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial

c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan dan pemulihan;dan
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d. Pemulihan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat
pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

i dan korban (UU

O
i )
W%alm : dan Korban

beban psikologis

yang harus diteriia of€ eras abalan terhadap hak anak

batasan terhadap judul maupun topik agar berorientasi untuk menghindari salah
tafsir. anak korban pencabulan wajib untuk dilindungi oleh semua pihak yang
telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemberian rehabilitasi
sosial bertujuan untuk mengembalikan kondisi kejiwaan korban kembali kepada

keadaan semula dimana sebelum terjadinya pencabulan. Pemberian terhadap

10
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rehabilitasi sosial kepada anak kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan uraian diatas, tertarik minat peneliti untuk menuangkan
kedalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul : “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Terhadap Anak Sebagai

Indragiri Hulu

korban tindak

2. Untuk menemukan kendala yang ditemui dinas sosial kabupaten Indragiri
Hulu dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban
tindak pidana pencabulan

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Dilihat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana
pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, menambah

kemampuan penulis mengenai rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai

korban tindak pidana pencabulan.

2. Ak : i pemahaman yang

hegm “
‘\“‘ .Qa pak sebagai

manusia yang"te A 1 orang | o ini diberikan
kepada ma ., ‘ a dapat mer 3 § diberikan oleh
undang-undg dalah “berbagai

tindakan hu ’ - an parg ‘ hukum untuk

kesewenang-wenangan ““. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah
“Perlindungan hukum adalah “Penyempitan makna perlindungan,dalam hal ini
hanya perlindungan oleh hukum”. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga
terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh

manusia sebagai badan hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan
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lingkungannya. Sebagai materi hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban
untuk melakukan tindakan hukum. (Ishag, 2009, p. 43). Didalam kasus

pencabulan maka perlunya suatu pelayanan rehabilitasi terutama kepada anak

yang menjadi korbannya. Hukum menjadi alat untuk melindungi kepentingan dan

perlindung
hak-hakny3 engan adanya
hukum unt a asasi 3 ‘ﬂ‘-‘ gar oleh pihak
lainnya. Se
masyarakat

masyarakat.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan
dari kekerasan diskriminasi. Terciptanya suatu perlindungan bagi anak maka akan
lahirnya suatu generasi penerus bangsa yang matang baik secara fisik maupun

psikologis sebagai pengganti generasi terdahulu.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal, yakni:
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a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum
dimana kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

mendapatkan bentuk yang definitif.

E.

pemahaman
dalam pen@lié 3 g judul. Maka
penulis akal yang berkaitan

dengan pen ya's e Berikut ini
1. Pelak mengartikan
n (rangcangan,
2 (keadaan) yang

Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa: “Rehabilitasi Sosial
merupakan suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara

wajar dalam kehidupan masyarakat”.

14



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

3. Anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak menjelaskan Anak yang menjadi korban tindak pidana yang
selanjutnya disebut anak sebagai korban merupakan anak yang belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental

D06 Tentang
orang yang

konomi yang

gar kesusilaan
gkungan nafsu

kemaluan dll.

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini digunakan ke dalam penelitian hukum empiris yaitu
metode penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-udangan yang

terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi
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dilapangan (Asikin, 2003). Menggunakan wawancara sebagai bahan utama untuk
meraih data dari responden.
Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

analitis yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap pelaksanaan

rehabilitasi sosia 3 pencabulan di dinas

sosial

penelitian , af t . Dise & eNna “q Si umum nya
berukuran Hesafdenga ang lua 10 f’ tuk melakukan

penelitian dengam meng ¢ - ' dapat di ambil

hanya sebag ) asi U _ vang. didg ample penelitian

cara mengumpulkan informasi menggunakan metode wawancara untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada table 1.2 dibawah ini:
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Table 1.2 Daftar Populasi Dan Responden

No Kriteria Populasi Jumlah Sample
populasi

1 Kabid Pelayanan rehabilitasi sosial 1 1
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dari sumber

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature yang
mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-
undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, desertasi, tesis,
skripsi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

5. Alat pengumpulan Data
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a. Wawancara
Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis
mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden

(Syafrinaldi, 2017, p. 17). Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

penulis mengadaké ya jJawab.secara lang pala bidang pelayanan

4 \ H
rehabil ik M“ .’.
yang digunaks eliti g@plkan dan diolah
mendeskrip

peraturan

dilapangan.

‘*RANALRA

‘u“h
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o
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BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Pengaturannya

1. Pengertian Anak

dinyatakan

“Setiap ana

karena itu,

tempat berinteraksi. (Fitriani, 2016)

Makna anak menurut aspek sosial lebih mengarah kepada perlindungan
kodrati anak itu sendiri. Menurut pendapat Lilik Mulayadi apabila ditinjau dari
aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim

diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau kerap
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juga disebut anak dibawah pengawasan wali, maka dengan bertitik tolak kepada
aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya
unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan Kriteria

batasan umur seorang anak. (Mulyadi, 2005)

Di dalam i dari tanda-tanda pada

|
‘f“ .$ . seseorang

2002 tentang
yang belum

kandungan.

islam, batasan ini tidak berdasarkan Ritungan usia tetapi dimulai sejak adanya
tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.
Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggung

jawaban pidana, telah diatur pada tanggal 19 Desember 1996 Dewan Perwakilan

Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang
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kemudian diundangkan pada tanggal 3 januari 1997 dan mulai berlaku pada
tanggal 3 januari 1998 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang pengadilan Anak.

Batas usia anak di Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai batas

r sebagaimana
an, setelah anak

tetapi  belum

4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan
belum kawin

b. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak pasal 1 ayat (1), yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara anak
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nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah
menikah. Dengan demikian anak yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1)
diatas dibatasi dengan kualifikasi umur 8 (delapan)tahun tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

dang-Unda ahun 1974 tentang

IS R

apai umur 21
pada pasal 7

elaskan bahwa

hukum yang seharusnya betanggungjawab terhadap tindak pidana
(strafbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kitab Undang-
Undang hukum pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum
cukup umur tampak dalam pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut

orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan
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perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 45 Kitab Undang-
Undang hukum pidana mendefenisikan anak adalah orang yang belum

dewasa atau belum berumur 16(enam belas).

. Menurut  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

g
g

’

. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan

anak pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.
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h. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
menurut pasal 1 angka 2, terdiri atas:

1) Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah

etapi belum berumur

‘ ‘ F!‘l\‘.f“ .oa idana (pasal

menurut berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan
bahwa dalam sistem hukum yang berlaku saat ini tidak ada keseragaman di dalam

menentukan batasan usia kedewasaan.
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Sekarang timbul pertanyaan bagaimana apabila pelaku kejahatan adalah
anak dibawah batas usia minimum yang ditentukan, dapatkah dipidana serta
tindakan apa yang diambil dan apa dasar hukumnya? (Soetodjo, 2008)

Dapat disimak pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang

menegaskan:

F
o
yod
‘ﬁﬂ a0leh orangtua,
&
&
)
el

ﬁ pat bahwa anak

responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Apabila kita melihat definisi anak kita dapat bernafas lega karena
dipahami secara komprehensif namun, untuk menentukan batas usia dalam hal
defenisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak

dalam beberapa undang-undang. (Djamil, 2013)
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Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas mengenai batasan usia anak
menurut berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan
bahwa dalam sistem hukum yang berlaku saat ini tidak ada keseragaman di dalam

menentukan batasan usia kedewasaan.

Peradilan Pidana

i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

J. Memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya
oleh anak;

k. Memperoleh advokasi sosial;

I. Memperoleh kehidupan pribadi;
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m. Memperoleh aksesibilitas,terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
0. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangaa
A 3
o b W
; merupakan

(Soetodjo, 2
.‘ L) -

Anak e Si enilaian kanak-ka ” Dilkan martabat

anak sendi

menampakk - | J piandiri, memiliki

kepribadian S da e 3 i gleh karena taraf

kenakan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan
anak nakal. Kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489
KUHP

Juvenile artinya young, anak —anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa

muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya doing
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wron, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-
sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat
di perbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.(Wagiati Soetedjo,2017)

Dikatakan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak

a. Kenakalan wajar, kenakalan yang dilakukan pada massa ego centris (usia
0 sampai 5 tahun);
b. Kenakalan biasa, kenakalan yang dilakukan anak usia sekolah atau usia

anak-anak (usia 5 sampai 10 tahun);
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c. Kenakalan rawan,kenakalan yang dilakukan anak usia remaja atau
teenager (usia 10 sampai 20 tahun);
d. Kenakalan criminal, kenakalan yangn dilakukan remaja akhir (usia 20

sampai 30 tahun).

Dalam Und Jne " al ) ang Sistem Peradilan
Pidana A Da : eNen 3 3 g, berkonflik
berumur 12
(dua belas)ytanun,,te elu : ela yang diduga

adalah yang

dalam pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa anak nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup

dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
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Secara teori banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi
delinquency. Misalnya ada teori biologis dan biososial yang membahas tentang
somatotype, warisan, pengaruh kebiasaan (Conditionability and delinquency);

teori psikologi, teori social disorganization dan anomie yang menyatakan bahwa

dimana seseorang itu

[) dKlO %
RQQ“ .9@ ture (teori

anak

Keberadaan Undang-Undang No."23 Tahun 2002 merupakan aturan tentang
perlindungan anak, yaitu mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak- haknya agar dapat dia hidup, tumbuh, berkembang dan
berpratisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penekanan Undang-
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Undang No 23 Tahun 2002 adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terdapat

seperangkat aturan tentang perlindungan anak, serta saknsi-sanksi yang dijatuhkan

upaya yang denga : Rer@pa konsep dan
pengertian @ 1 ang@k. Perlindungan
anak menu \ ) erupakan’ s 2 e akan kondisi dan
. . L ot !

situasi yan : 2 ak da . anak secara

manusiawi.

Tentang perlindungan anak yang berbufyi sebagai berikut :
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”
Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri

mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak
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sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralism mengenai
batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan
mengatur secara tersendiri mengenai Kkriteria tentang anak. (Prints, 2002)

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan

anggota

kesejahtera

apabila negaler ertar AWE ) 3 glahteraan warga
negaranya,

masyarakat

sangat jelas dalam pancasila sebagai Talsafah hidup bangsa Indonesia, masalah
perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai
perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat di
pertanggung jawabkan, dan juga kurang diperhatian dan tidak diselenggarakannya
perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri

dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan

hukum pidana digg pgan hukum terhadap

korban 3 I ‘ ‘!h‘r“‘ .90

Jan melindungi

embang, dan

at kemanusiaan,

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia
yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang

manusia mempunyai hak asasi sedari sejak dilahirkan, begitupun dengan anak,
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anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa
menurut Undang-Undang yang berlaku diindonesia ini.
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung

jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang

salah menurut p Masalah perlindungan

hukum & ‘ ‘ “‘!r“‘ .Qﬁ‘ gjsa didekati

budaya.
Dal engan [ : d QelUD 1945 jelas
menyatak ak Jars berika a_fékir miskin dan

anak-anak (el lasa emiskinan semakin Saja 8di penyakit yang

undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk
disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha.
Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang

ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.
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Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa
kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari
berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran

anak yangn dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia

dapat melindungi emadai dan keluarga,

S“Vhyaanett 'e‘,

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak
anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang
tertuang dalam keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25
Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang

Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child); Undang-Undang Nomor
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4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak dalam Konvensi PBB (Kepres Nomor 36 Tahun 1990)

a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.

untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan amupun sudah dilahirkan.
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d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan
dengan wajar.

e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak

a. Hap anak ber ’ perkembang, dan

d. Pasal 7

1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak menjamin tumbuh

kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut
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berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh
orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku”.

e. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan

jamina deng mental, spiritual, dan

SNy \\\\“ '0.

. Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu
luang, bergaul, dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi
sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan

diri”.
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I. Pasal 12 “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.
j. Pasal 13

1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

elakukan segala

(1), maka pelaku

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan
pertimbangan terakhir”.
|. Pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari”.

1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
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3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandunng unsur kekerasan; dan
5) pelibatan dalam peperangan”.

m. Pasal 16

1) ig ' aran penganiayaan,

Napnyett .93

n. Pasal

1) §

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau
yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
0. Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.
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p. Pasal 19 “Setiap anak berkewajiban untuk:
1) Menghormati orangtua, wali, dan guru;

2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negeri;

adalah:
a.

b. < mel t ang merugikan,

dalam ikut serta

Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide permasyarakatan

h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya

persiapan yang matang sebelum sidang dimulai
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i. Hak  untuk  dapat  berhubungan  dengan  orangtua  dan
keluarganya.(Wagiati Soetedjo,2017)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

\ >

hak-hak anak

LN aANR

ang Dasar 1945,

ilai sosial yang

ak anak, Undang-

anak adalah

bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.

c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak
termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-

usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan

anak.
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d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata
dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.
Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak

dalam peradilan pidana, adalah:

yang menyatakan :
“pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,
anak yang berhadapan dengan bukum, anak dari kelompok minoritas dan

terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang
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diperdagangkan, anak yang menajdi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napsza), anak korban
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik

maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan

salah dan pg

Gajaran dalam

sannya sesual

dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar.
a. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan

kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,

untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna
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1) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan
2) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau mengahambat pertumbuhan dan

perkembangan

atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga
kesejahteraan sosial anak.
b. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera,

penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial professional, dapat
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langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang
menangani perlindungan anak sesuai dengan kondidi anak korban.
c. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing

kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau

dan/atau anak saksi

pe
Anak Yamg: menja : ! gdiberikannya suatu

rehabilitasi. Me : Pers lomor 2 Tahun 1998

mempertahankan diri. Akan tetapi, sebagai makhluk yang rentan dan lemah serta
sebagai makhluk sosial, anak sering diposisikan sebagai yang dirugikan, tidak
memiliki hak untuk bersuara, bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan dan

bahkan terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.
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2. Rehabilitasi Sosial
a. Pengertian Rehabilitasi Sosial
Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988

Tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang mempunyai masalah menyatakan :

gembangan agar anak

N | \
‘R‘%“ .Gao dani maupun

an seseorang
an masyarakat.

materik dan

AN AL o

emerintah yang

ran perundang-

tann

ama pemberian

Q@

Sedangkan tujuan d : bilitas sosial dapat dikategorikan
sebagai berikut:
1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, keadaan serta
tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun

masyarakat atau lingkungan sosialnya.
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2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara nyata.
3) Penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

b. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

aturan Pemerintah 39
1. Re anat i acals agalmana koersif,

sebagaimana
ukan denngan
itasi sosial

ana dimaksud
bujian, dan/atau

thabilitasi sosial.

pada ayat - p_seSeorang dalam proses
rehabilitasi. ..
Pasal 7 angka (1) PE . 7 mor 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan : “ Rehabilitasi sebagaimana
dimaksud diberikan dalam bentuk :
1) Motivasi dan diagnosis psikosial,
2) Perawatan dan pengasuhan;

3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
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4) Bimbingan mental spiritual;
5) Bimbingan fisik;

6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial;

7) Pelayanan aksesibilitas;

PelakSande asi se ¥8lal yang harus

dilakukan Jgung jawab : kilkan rehabilitasi

sosial dalarmka ancal i dinas's a2 Daten @fagiri Hulu adalah
pekerja sosidlgPasal 1 2 ﬁ an Menteri Se ‘ 22 Tahun 2014

Tentang Sta chabilitas : esifpekerjaan sosial

(permensos 224 menyaiaka ckerja“sqQsia ¥l adalah seorang

masalah sosial”.
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan
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Kata tindak pidana merupakan suatu pengertian yang erat dengan hukum
pidana. Pembahasan tentang tindak pidana dapat diartikan sebagai sanksi atas
delik. Perlu disampaikan, pidana adalah suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda straf yang dapat diartikan sebagai

hukuman.

tertentu. §i¥le ang ads S Suatu tindak
pidana dihagi menjadi ™2 e unsUr ey cktit” adalah
unsur-unsu at pada S d gdlalamnya yaitu
segala ses pyektif” adalah
unsur yang padaan dimana

tindakan si

pencabulan. kata pencabulan memuat arti sebagai berikut : “keji dan kotor, tidak
senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Pencabulan merupakan suatu
perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa baik itu pria atau perempuan
terhadap anak diabawah umur baik itu pria maupun perempuan. Menurut

Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan pencabulan adalah suatu usaha untuk
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melampiaskan nafsu seksual oleh laku-laki terhadap seorang perempuan dengan
cara menurut moral dan atau hukum yang melanggar hukum. (Wignjoebroto,
2008). Ini berarti pencabulan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sebagai

perbuatan yang dilarang dengan cara melampiaskan nafsu seksual. Menurut Topo

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 KUHP,
Pasal 291 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, dan Pasal 294 KUHP.
Ketentuan tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur pada Pasal 290 KUHP,

yang isinya adalah sebagai berikut:
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a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum

bersangkutan belum waktunya untuk kawin” hal ini berarti kondisi
dimana korban tidak pantas untuk mendapatkan perlakuan yang
mengarah kepada perbuatan cabul

d. “membujuk” yang artinya menggunakan modus untuk mempermudah

perbuatan cabul.
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Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)
mengatur tentang perbutan cabul terhadap anak. Bab XI Pasal 76E yang

menyatakan : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa melakukan

ajpenjara paling

singkat 5 (ligg Jan palin . 1 dpaldh denda paling
banyak Rp5

Jika i : Pase E 3 as, maka dapat

ditarik unsu

melakukan aksi tindak pidana pencabulan;
d. Membujuk anak-anak untuk melakukan, yang berarti anak yang menjadi
korban dibujuk rayu dengan segala cara agar si anak sebagai korban

tunduk;
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e. Membiarkan perbuatan cabul, yang berarti jika terjadi suatu tindak
pidana pencabulan, hanya dibiarkan saja terjadi tanpa adanya usaha

untuk mencegahnya.

c¢. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

telah nampak
glingan seksnya,

at kelamin atau

kelemahan, Kkesulitan dan
kekecewaan hidupnya;

3) Dononation rape
Suatu tindak pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba

untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, pelaku
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menyakiti  korban, namun tetap memiliki keinginan untuk
berhubungan seksual;
4) Seduktive rape

Pencabulan yang terjadi pada situasi tertentu yang merangsang

memutuskan bahwa

patkan korban

2. Tindak Pidana Perkosaan
R. Sugandhi, mendefiniskan perkosaan adalah sebagai berikut : “Seorang
pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan

persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria
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telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian
mengeluarkan mani. (Muhammad, 2004)
Nursyahbani Kantjasungkana seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid

dan Muhammad Irfan berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk

kekerasan terhadg ‘ kerentanan posisi
Eon I TEEECN ) 'o‘

‘ 2
perkosaan
ftidak sah
melawan h k S erhadap se C georang laki-laki
dilakukan UOE B adllar Batehtsriod e Adeknya. Tindak
persetubuh ) KU Ik : v gOfang perempuan

bukan istri : g Anan perempuan

menikmati kesenangan erotic bulan melalui hubungan seksnya,
melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan

tubuh korban
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b. Anger Rape
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan

marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan

ng ikan pemecahan atas

Daspelaku va &

AN RRRRRNNEE \[)

%
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BAB IlI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri

Hulu Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan
jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah
diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal
290 KUHP. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana

pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam “Undang-Undang
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Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81. Selain dalam pasal 81 juga
diatur di dalam ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Setiaphda aQ an pencabulan mé buat menerima
proteksi atuf@
segala kepeRtingans™ian L gtertiban menjadi

kepentingan angara prikadi sa{l"dengan yanglam. Arti k PrOteksi aturan bagi

Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang sampai sekarang, bisa
dikatakan tidak terdapat perubahan berarti meski stuktur dan budaya rakyat
berkembang menuju modern. Maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak

berarti menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

“Perlindungan Anak belum mampu serta optimal memberikan perlindungan
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kepada anak, padahal Undang-Undang ini sudah mengatur serta rinci sanksi
pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada
pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya mengoptimalkan upaya

perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan”. Sering sekali

pencabulan
mengalami ir dan batin.
(Ismansyal
u perlu adanya
seperti semula,
dengan ini ulihan kondisi

anak yang A 0 d vencabula aan rehabilitasi

Q& * enjadi korban kejahatan
seksual yaitu pencabulan. A . .. pencabulan akan mengalami
beberapa permasalahan lainnya sepertl pihak sekolah yang akan mengeluarkan
anak tersebut, diusir oleh keluarga sendiri, dan bahkan anak yang menjadi korban
akan di usir dari kampung. Maka dari itu anak yang menjadi korban pencabulan

sangat membutuhkan pendampingan dari pihak lain agar dapat memperbaiki

kondisi psikis dan fisik seperti sedia kala sebelum anak tersebut menjadi korban
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pencabulan bukan malah menjauhkan anak tersebut. Menurut Pasal 69A UU
“Perlindungan Anak menyatakan anak yang menjadi korban tindak kejahatan
pencabulan berhak untuk mendapatkan rehabilitasi”. Selanjutnya dipertegas pada

Pasal 1 angka (12) UU Perlindungan Anak yang menyatakan : “hak anak adalah

Sesuai ya - : . g 008 Tentang
i Hulu” (perda
No 4/2016 el i jelas a perat . Ve afiva dinas sosial
ialah penyeleng@ara. urtsan i bidang s metlipakan lembaga
isetiap provinsi

lu. Dinas sosial

5. “Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya”.
Berdasarkan pasal 3 guruf (d) perbup no 54/2016 menyatakan:

“bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, membawahi” :
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1. “Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut usia”
2. “Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang”
3. “Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas”.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terpimpin bersama

kabid pelayanan pekerja sosial anak

(sakti pe “!h!“‘ .oa dragiri hulu

akan piket a te J" upa tanaoa FKlien mengakaui
bahwa pak V s [ 5 ti Agefliket sendirian di
dalam kelas bapak pegang”
akhirnya klien

ketakutan da 3 - el ] pada keesokan

Saat klien duduk di pangkua kU sambil main hp langsung di pegang
bagian payudara dan kemaluan klien. Setelah itu klien duduk-duduk di luar kelas
bersama teman-teman lain saling bercerita, dan saat itu klien tahu beberapa
temannya juga pernah di pegang-pegang dan terlihat oleh klien. Setiap akan di

pegang-pegang oleh pelaku, anak-anak selalu di pancing dengan diberikan

tontonan di hp pelaku. Dan pelaku sempat mengatakan kepada klien bahwa “kinan
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kamu jangan ngadu ke orang tuamu tentang apapun”. Dan karena merasa takut
klien tidak mau menceritakan apapun ke keluarganya. Selain di peringatkan untuk
tidak mengadu klien dan teman-teman lainnya juga sering di beri uang untuk

jajan.

2. Kondisi psikologis korban

Dalam proses pendampingan yang dilakukan pekerja sosial di kediaman

korban, terlihat kondisi korban yang dengan jelas memberikan informasi
terjadinya peristiwa yang dialami korban.

3. Kondisi mental
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Adanya gejala trauma yang dirasakan korban akibat peristiwa yang terjadi

dan juga korban terlihat malu pada saat pendampingan.

4. Kondisi spiritual

akan akan lebih mendekatkan dikl kepada sang pencipta

N L

S
<> .
e sampai saat
ﬁ juga korban

pelaku pernah

kehidupan yang baik dimasa sekarangma@pun yang akan datang terhadap korban.
Pada saat proses dan hasil layanan pendampingan
1. Proses pendampingan

Proses pendampingan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:
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a. Pekerja sosial memberikan bimbingan, pendampingan, membantu, serta
melindungi korban dengan cara melakukan konsultasi sosial serta
membuat korban kembali percaya diri.

b. Mendampingi korban serta memberikan advokasi sosial kepada korban

pahan korban

koban, kel 3 : ;" G g , _.g' pendampingan
tentu saja peker| " S0Si of atl Adapun teknik
yang peke g ahap wa Jugal asesmen pada

korban.

layanan yang o gejala trauma serta
rasa malu dan tak @ . buat rasa percaya diri
terhadap korban, agar emabli seperti semula, agar

korban dapat menjalankan kehidupa g lebih efektif dimasa sekarang ataupun
masa yang akan datang sehingga tidak ada lagi gangguan psikologis yang dialami
korban akibat peristiwa yang terjadi, korban dapat menjalani pendidikan seperti

semula atau dapat mengikuti pelatihan yang akan bermanfaat untuk korban pada

masa yang akan datang.
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Dari hasil evaluasi ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yakni sebagai

berikut

1) Keseriusan sangat diperlukan dalam megurus pergaulan anak dan selalu

ing mengawasi
ya pengetahuan
getahui batasan

terhadap lawafnie aigatiat [ : AUnikasi yang baik

antar sesama ang
x.

Rencana Tinda .@ .
|

Pada saat pendampinga

\\‘*‘

filakukan oleh pekerja sosial maka
dapat dilihat bahwa kondisi korban yang makin hari makin membaiksehingga
korban sudah mulai mau berkatifitas seperti sedia kala, namun pekerja sosial
harus tetap memantau bagaimana perubahan serta perkembangan yang dia alami

korban, sehingga pekerja sosial dapat merekomendasikan yaitu:
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1. Selalu melakukan pendampingan yang optimal dari berbagai pihak terutama
pada pihak keluarga serta kerabat terdekat korban.

2. Memberikan kekuatan mental kepada korban melalui bimbingan konseling

dari berbagai pihak.

ban sehingga dapat

4. Memperk ar (10
R@g

S. amberi I EETE & norma-norma

@en)aga pergaulan

jan bagi anak.

Menjalani proses

yang tidak diinginkan seperti inithidasi ataupun suatu terror yang dialkukan
oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Adapun beberapa alur perlayanan korban, dapat dijelaskan berikut ini:

1. Adapun kasus yang masuk ke dinas sosial seperti hal nya kasus pencabulan

mendapat aduan dari masyarakat setempat yang melihat, mengalami, atau

67



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

pun masyarakat yang mengetahui bahwa adanya korban yang harus
menjalani rehabilitasi sosial akibat dari pencabulan. pada saat adanya aduan
mengenai kasus tersebut dinas sosial hanaya akan menerima laporan yang

masuk pada jam kerja saja lebih dari itu dinas sosial tidak mempunyai

i ‘ ang akan melaporkan
R“ .0; kerja dinas

. Kemudian

memenuhi apa yang akan dibutufian oleh korban.

. Pelayanan rehbailitasi sosial yang dilakukan dinas sosial mempunyai

beberapa pelayanan yakni ada 3 pelayanan yang akan diberikan sesuai
dengan kategorinya masing-masing, ada pelayanan non Kkritis, semi Kritis,

dan pelayanan kritis. Pelayanan non kritis merupakan tingkat kesehatan
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korban yang tidak begitu kritis, pelayanan semi kritis ialah kesehatan korban
yang mulai memasuki Kritis, dan yang terakhir ialah pelayanan kritis dimana
tingkat kesehatan korban yang sudah kritis, dan harus mendapatkan

pelayanan medikolegal yang artinya keahlian medis yang membutuhkan

keahlian h

adalah dengan
pada korban,

e korban dalam

aRALNANAES
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o
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dampingan saksi dan/

korban, BAP, Pent st etahui bahwa pada kasus

pencabulan biasanya pendampingan hanya dilakukan pada saat

pemerikasaan saksi dan/ korban.

. Pemulangan merupakan suatu tahapan pengembalian korban ke orang tua

korban
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7. Reintegrasi Sosial yaitu melakukan pendekatan kembali korban ke
lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Korban harus melakukan beberapa
tahapan yakni pendekatan dengan keluraga/ wali, pemberdayaan ekonomi

dan sosial, pendidikan dan monitoring/bimbingan.

Kemudian dan korban akan
pelaksanaan
pulan, dinas
sosial kabupate i had pan ke Balai
RehabilitasiiSe8 ang | sdS (BRSAMPK)
instansi terkait
pemberian f tindak pidana
pencabulan.fage bantuan yakni

dinas sosial

rehabilitasi agar pelaksanaan tersebut Oapat berjalan semaksimal mungkin untuk
anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sehingga anak kondisi anak
dapat membaik seperti sedia kala. Tentunya setiap anak yang menjadi korban

tindak pidana pencabulan berbeda beda ada permasalahan dengan keluarga, teman

sebaya dan masayarakat. Untuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban
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pencabulan maka akan dilakukan rehabilitasi terhadap psikologis korban. pada
tahap yang pertama yaitu laporan yang berasal dari masyarakat ataupun pihak
kepolisian. Kemudian akan dilakukan pendataan terhadap korban.

Pasal 90 UU SPPA menyatakan : “ selain hak yang telah diatur dalam

peraturan perundz ndangamsebagaimana.cin § W Pasal 89 :
1. lembaga
2.
3. perkembangan
ulu yang lebih
tepatnya 0 ap3 li sebags : 2 be menjelaskan
bahwasanya g erie ef 0Si an@! menjadi korban
pencabulan I s dilaksa : erj. Sosi gR80s) yang dimana
pekerja sosial Mepfe au Se i ok g akan berangkat
ke balai rehabil 2Nja : akan dia antar ke
Balai Perlindungan Khusus
(BRSAMPK) di pekanbart ial, yang telah bekerja sama

dengan dinas sosial kabupaten indragifi hulu. Peksos yang dimiliki oleh dinas
sosial kabupaten indragiri hulu telah ditunjuk oleh kementrian dinas sosial yang
pendaftarannya juga langsung lewat kementrian.

Setelah anak diserahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) dan telah mendapatkan
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perlindungan khusus maka akan dikembalikan ke pekerja sosial. Selanjutnya
peksos akan memberikan bimbingan lanjut yaitu dengan memberikan bimbingan

pelatihan pada korban, dan juga peksos akan memantau bagaimana perkembangan

pergaulan anak dan akan terus didampingi keseharian korban oleh peksos dinas

di tingkat penyidik untuk penylapan Berita Acara Perkara (BAP) dan
sebagainya sampai putusan pengadilan. Pendampingan yang dilakukan
peksos adalah tidak berbayar. Anak yang akan di rehabilitasi hanya anak
yang mendapatkan putusan pengadilan. Setelah terjadinya kesepakatan,

pekerja sosial anak (sakti peksos) akan melakukan dan menjelaskan pada
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. Reintegrasi adalah proses peningg

saat kunjungan kerumah serta melakukan pendataan yang dibutuhkan pekos

dan melihat kondisi anak.

. Asesmen setekah anak di asesmen oleh pekrja sosial kemudian pekerja

sosial akan menilai bahwa anak tersebut kecanduan seks ataupu mengalami

anak tersebut akan di

psial anak yang

mendapatkan

atan kehidupan bermasyarakat.

. Bimbingan tingkat lanjut yaitu memberikan bimbingan lanjut yaitu dengan

memberikan bimbingan pelatihan pada korban, dan juga peksos akan

memantau bagaimana perkembangan pergaulan anak dan akan terus
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didampingi  keseharian korban oleh peksos dinas sosial Indragiri hulu.
proses ini adalah tahapan dari berbagai pemulihan pada rangkaian diatas.
9. Terminasi ialah tahap terkhir pada saat pelaksanaan rehabilitasi pada korban

yang tidak ada lagi perjanjian dengan pekerja sosial.

10. Laporan s@ eh pekerja sosial anak

‘ ‘ nﬁ‘]“‘ .Q& p, anak yang

terlaksana, @ kasus ‘ agyfa sampai pada
tahap inter
beberapa andingkan anak
lainnya, da ain sebagainya.

Saat melakuk tugas, formulir,

korban kebanyakan anak tersebut dikarenakan bermasalah di dalam rumah seperti
anak broken home, yang mana di dalam rumah tersebut keluarga tidak lagi
harmonis, dan lain sebagainya. Sehingga dapat membuat psikologisnya terganggu
dan dapat dijadikan korban sebagai target pencabulan. pada tahap pelaksanaan

rehabilitasi akan melakukan pendampingan terhadap korban di setap kegiatan
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anak sehingga anak dapat melakukan kegiatan seperti biasa lagi. Kebanyakan
anak yang sudah menjadi korban tindak pidana pencabulan tidak mau lagi untuk
bersekolah, dan lebih memilih untuk menjauhi lingkungan. Pelaksanaan

pendampingan pada anak bertujuan agar anak dapat kembali seperti semula dan

dragiri hulu,
pulan  malah
malah akan
perlindungan.
Tugas pek jala : it menc ‘@ 2 ng telah hilang

untuk men | vendidike are aika kembali anak

sosial yang perkerja sosial akan mencarikan anak sekolah baru.

Dinas sosial kabupaten indragiri hulu telah melaksanakan proses rehabilitasi
sosial terhadap korban dengan baik. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
39 Tahun 2012 Tentang “penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memuat

bentuk tahapan rehabilitasi sosial yang diberikan yaitu dimulai dari pendekatan
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awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana masalah,
pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjutan”.
Dari beberapa tahap yang yang sesuai dengan pasal diatas maka ada

berbagai tahap yang seharusnya dilewati pada anak korban pencabulan agar

i kondisi anak yang

‘ ‘ ‘Wi\“‘ .ea aruhi proses

SeaALNATIEY

=0

engalami tindak

5 sosial kabupaten

<o

o

untuk rumah aman atau pun rumah Singgah bagi anak menjadi sehingga hal
tersebut menjadi kemdala bagu dinas sosial, kemudian kurangnya kendaraan yang
ada hal ini menyebabkan lambatnya mobilitas dari dinas sosial dalam

melaksanakan tugas. Karena untuk pendampingan anak perlu untuk mengunjungi

anak agar mengetaui perkembangan sang anak yang berada di brsampk.
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2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
Dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh dinas
sosial menyebabkan faktor yang kurang dalam menunjang efektifitas dalam

pelaksanaan rehabilitasi sosial. Dinas sosial kabupaten Indragiri hulu hanya

memiliki pekerj S pendampingan kinerja

S I TEECEA N '90

kerjakan o
tetapi ban rumah tangga
(KDRT), akalan remaja
lainnya. Su gt€rbatasan jumlah
yang dimili efigurangi  kinerja

rehabilitasi s

korban pencabulan, sehingga orang tua lebih memilih untuk memutuskan
hubungan dengan dinas sosial Selain itu, tekanan dari masyarakat menambah rasa
malu keluarga terhadap anaknya yang menjadi korban pencabulan hal itu
sebabkan karena kurangnya informasi ataupun pemahaman dari orang tua.

Keluarga lebih memilih untuk menutupi kasus anaknya dari pada merehabilitasi
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secara sosial, padahal anak sangat membutuhkan rehabilitasi sosial. Dinas sosial
kabupaten Indragiri hulu tidak memiliki kewenangan tanpa izin dari orang tua

agar dapat menjalankan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi korban

tindak pidana pencabulan.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat ditarik suatu

sama dengan lembaga lain yang membuat lambatnya proses rehabilitasi
pada anak berjalan. Orang tua yang beranggapan bahwa anak yang
mengalami tindak pidana pencabulan dianggap memalukan keluarga. Orang
tua yang kurang paham mengenai bagaimana pentingnya pelaksanaan

rehabilitasi pada anak yang menjadi korban pencabulan. Sarana dan
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prasarana yang kurang sehingga menjadi penghambat. Adanya korban yang

kabur pada saat pelaksanaan rehabilitasi sehingga menjadi penghambat.

B.Saran

1. Dinas sosig D3 adragiri Hulu g ) an rehabilitasi sosial
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LAMPIRAN I

Wawancara

Hari : selasa

si sosial di

asi sosial oleh

. Teknik apakah yang dilak® proses rehabilitasi sosial?
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Wawancara

Hari : Kamis

. Apakah kendala dalam

LAMPIRAN II

pbingan sosial pada anak ?

85



LAMPIRAN III

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

86



